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DENGAN RAHMAT TUHAN Y ANG MAHA ESA

BUPATT LANGR AT

t 2. bahwa dalam rangka kesiapan Otonomi Daerah di Kabupaten

Langkat maka dilaksanakan Penataan Kelembagaan DPerangkat
Dacraly '

- bahwa untuk memenubi wmoksud terscbut pada huruf a diatag,

diintegrasikan Kantor Sosial Politik Kabupaten Langkat, Kantor
Mawil Hansip Kabupaten Langkat dan Sub Bagian Pemadam
Kebakaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerash Kabupaten
Langkar menjudi Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesaiuan
Bangaa Kabupaten Langkat;

baliwa untuk membentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor
Perlindungan  Masyarakat  dan Kesatwan Dangsa Kabupatcen
Langkat pertu ditetsipkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 7 Dit Tahun 1956 tentang  Pembentukan
Dacrah  Otonom Kabupaten-kabupaten  dalam lingkungan
Propinsi Sutmatera Utarn:

Undang-undang Nomor £ Tohun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana tslah diubah dengan Undang-nndang
Nomor 43 Tahun 1999

Undang-unzlang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pernerintahan
Dacerah;

Peraturan Pemerintah Nomior 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan

Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Langkat dari Binjai ke
Stabat; - : -

- Peraturan Pemierintah Monser 10 Taliun 1986 ieniang Ietubahan

batas wilayah Kotamadys Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten
Dacrah Tingkal I Langkat dan Kabupaten Dacrah Tingkat 11
Deli Serdang; '
Peraturan  Pomerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Temerintalh dan  Kewenangan Propinsi scbagai
Dacrah Ofonoem;

. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tenfang Pedoman

Organisast Perangkat Dacraly:

Kepulusan - Presiden Momor 55 Tahun 1972 fentang
Penyempumasn Organisssi Perlawanan dan Koamanan Rakyat
Dalam Rangkat Pencrtiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata;



et

_ 2. Keputusan Presiden Notnor ¢ Tahun 1972 tentang Penyerahan

~ S Pembinaan Orgaaisasi Pertabanan  Sipil  Dari Departemen
: Perlahanan Kepada Deparfemien Dalam Negeri:

_ 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 fentang  Teknik

. Penyusunan  Peraiuran Perundang-undangan  dan  Dentuk

Raneanpun Undang-undang, Rancangan Peraluran Pemerintah
dan Rancanpan Kepatusan Pecsiden,

o | Dengnn Persetujuan
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT} K ABUPATEN LANGKAT
. . MEMUTUSKAN ;
Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG
R - -PEMBENTUKAN ORGANISAST DAN TATAKERJA KANTOR

PERLINDUNGAN  MASYARAXAT DAN KESATUAN
BANGSA KABUPATEN LANCICAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksusd dengan
. A. Dacrah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daersh beserts Porangkat Dacrah scrta Perangkat
i Diaerah Otonom yang lain sebagai Badan S kasekutif Dacrak,
*5 ¢. Kepala Dacrah adatah Bupati 1angkat;
_ d. Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah yany selanjuinya discbut DPRD - adalah  Badan
- Luptalatif Dacrah Kabupaten Langkat;
¢, dekeetariat Daeral adalaly Selorctarial Dacraly Kabuparen Langkat;
f. Sekretaris Daeraly adalah Sekrotaris Dacrah Kabupalen Langkat;
g Kantor Polindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa adalah Kantor Perlindungan
- Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkst yang merupakan Unsur Penunjang
B sebagai Lembaga Teknis Duerah;
h. Kepala Kﬁ\htor adalah Kepala Kanlor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa
- . Kabupaten Langkat;
i Unit Pelaksana Teknis Daerah vang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana
. Toknis Perfindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangaa Kabupaten Langkat;
J. Renstra adalah Rencana Slrategik Instansi Pemeriniah Kantor Perlindungan Maayarakat
dan Kosatuan Bangsa Kabupaten Langkat:
' k. LAKTP adalah Laporan Akuntabilitas Fineria Tnstansi Pemerintah Kantor Perlindungan
; - Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Langkat, '
o ' i j BAB II
A i ' _ . PEMBENTUKAN
; Tusal 2
. . : g

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Perlindungan Masyarakat dan Keaatuan
Bangsa Kabupaten Langkat.
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BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOX NDAN FUNGSI

Paxal 3

(1) Kantor Perlindungan Masyarakat dan K ce:duan Banpan IKabupaten Langkat adafaly unsur
penunjang Pemerintah Dacral) dibidang Perlindunpan Masyarakat dan Kesanan Bangsa;

(2) Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatan Bangsa Kabupaten Langkat dipimpin olch

Seorang Kepala Kanlor yany berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupad
melalui Sekretaris Dacrah.

Pasnl 4
Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatan Ban gsa Kabupaten Langkat mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dacrah dibidan g Perlindunpan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa

Kabupaten Langkat dalam urusan Rumah T angga dan tuzas lain-lain yang diberikan oleh
Kepala Dacerah serta tugas pembantuan yang ditetapkay olch Kepala Daerah.

ol §

Untuk menyclengparakan tugas pokok  dimaksud  dalim pasal 4, Kantor Verlindunpan
Magyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabmpaien Langkat metupunyai fungsi »

8. Meclaksanskan Pembinaan Pertindunga Masyarakat bordasarkan kebijaksanaan yang

ditstspkan Kepala Dacrah;

b. Merumuskan dan merencanakan serat menyusun hebijaksanaan tekhnis kegiatan yang
berkaitan dengan perlindungan masyarakat;

¢. Mengorganisir masyarakat dan membentuk satuan-ystuan perlindungan masyarakal untuk
menanggulangi dan mengantisipasi yany terjadi kopada masyarakat,

d. Memelihara, membimbing dan mempertinggi inopil rakyat dalam keadaan darurat serta
memelihars, membimbing dan mempertinggi ketabanan rakyat disegala bidang untuk
menghadapi segala kemunpkinan/ancaman dari manzpun datangoya dan dalam keadam
vang bagaimanapun. ' '

e, Membanta kelancaran dan kelanputan rods perterinahan, ketertiban dan keamanan wmum

serta memelibara kelanjutan kesejahicrian rakyat Hada umnumnya haik rohani maupun
jasmani untuk mempertingpi daya bela den daya tab.a rakyat,

[, ‘Mombantu. memelihara kelanjutan produksi disepata bidang dalam rangka moncukupi
kebutuhan Kesejahteraan eakyat dan membanty pertabanan keamanan nasional,

g Mempersiapkon  monyusun  potunsi pertahanan sipit datam menghadapt  segala

kemungkinan bencana menurul tingkat keadaan.

h. Mengadakan kornunikasi, konsultasi dan ketjasama Jden gan unit dan instansi terkait scrta
instansi yang bersangkutan dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha
menecapai tugas pokok dan (uugsi porlindungan mesvarakat dan kesatuan bangsa.

i Mulaksanakan Jatihan, kursus dan penatacang

3} Melaksanakan  pengarahan  dan penpendatian sapgota perfahanan sipil - puna

menanggulangi segala boncana; o
k. Menyusun’; rencana  pelaksanaan, menpalur, memberikan bimbingan dan melakukan
- pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa:

'L Mengadakan kerjasama dan konsullagi dengan semua Aparatur Pemerintah dalam rangka

membina dan memelihara Stabilisas Dacrah dan Kesatuan Bangga;
m. Melaksanakan penilaian, monitoring serta menyusun laporan pembinaan hubungan antar
lembaga, pembinaan kesatuast bangsa serta pengkajian masalah strategis Dacrah;

1. Melaksanakan kegiatan gekretartat/tats usaha ¥uantor Perlindungan Masyarakat dan

Kesatuan Bangsa;

."0'. Menyiapkan Renstra dan Lakip Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa,




3AB IV
SUSUNAN ORGANISAR

Pasul 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten
Langkat terdiri dari
2. Kepala Kantor;
b, -Sub Bagian Tata Usahn,
. Sekst Pengeralin dun Pengendaban:
. Scksi Penanggulangan Dencana (P2K);
¢, Seksi Kesatuan Bangsa;
. Scksi Pengkajian Magalah Sieatepis;
#. Kelompok Jabatan Funggional,

(2) Bagan Organisasi Kantor Perlindunpgan Masyaraiat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten
Langkat sebagaimana dimaksod pada ayet (1) pagal i fercantum pada lampiran
Peraturan Dacrah ini.

Bagian Pertama
Kepala Kantor

Pasal 7

(1) Kepala Kantor Perfindungan Masyarakat dan Kesatvan Bangsa mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasi  dan mengendaliban kegistan  Kantor  Perlindungan
Masyarakat dan Kesatuan Bangsa labupaten Langbat dan melaksanakan scbagian (ugag
pemerintah Kabupaten Langkat terutama dibidang Perlindungan Masyarakat dan
Kesatuan Bangsa serta tugas lain den twgas porbuntuan yang ditctapkan olch Bupati
melalti Sekretaris Dacrah Kabupaten,

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok dirmaksud dalam ayat (1), Kepala Kantér Perlindungan
Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Langkai mempunyai fungsi ;
a. Merumuskan dan mengembangkan  kebijaksaan  Perlindungan Magyarakat dan

Kesatuan Bangsa,
b. Mclaksankaan kerjasama denean Dinas/Tnstansi terkait dan organisasi lainnya

dibidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatian Dangsa;
¢. Mengadakan Kkebijaksanaan .pembinaan  dan  monitoring terhadap kegiatan

Perlindungan Magyaralat dan Kesatuan Bangsy,

d. Melaksamkaan tugas-tugas bein yang, diberikan oleh Kepala Daeral;

&. Menyiapkan Renstra dan Lakip ¥Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan
Bangsa Kabupaten Langkat.

Baginn IKedua
Sub Baginn Tata Usuhia
Pasal 8
(1) Sub Bagian Tota Usaba adalab unsue pembiuy pimpinan dibidang  pembinasn
adininistrasi dan rumah tangga;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin olch scorung kepala sub bagian tata usaha yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.




fPusai 0

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pukok membantz Kepala Kantor dalam
melaksanakan perumusan perencanaan dan program/cvaluasi, dan laporan kegiatan sub
bagian tata usaha, melaksanakan dan menghimpun hasil perencanaan dan program cvahiasi
dan laporan seksi-scksi, melaksanakiu pembinaan Ketala usahaan yang meliputi wrvsan
umum, pengelolaan kepegaweian, menyiapkan dan menghimpun Renstra dan Lakip,
keuangan dan perlengkapan serta memberikan pelayanan rekbnis administratif kepada Kepala
Kantor, menata organigasi dan selureh satuan organisast dilingkungan kantor.

Pagal 10

Unluk menyelenggarakan tueas pokok dimaksud dalam pasal 9, Sub DBagian Tata Usaha
mempunyai fungsi :

- A Melakukan urusan umum yang meliputi administzasi surat keluar dan surat masuk, urusan

kearsipan dan ekspedisi, pengetikan dan pengadaan peraturan dan pemeliharann serta
pengamanan lingkungan kerja; '

b. Mengumpulkan bahan penyusuan dan pebinjuk lekbinis pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dibidang kepegawaian, dan mengelola administrasi kepogawaian;

¢ Mengumpulkan, menyusun dan mcneminlisa daa penyusunan program dan  analisa
kebutithan perlengkapae;

d. Mengumpulkan bahan dan penyusunan anggaran yufin, anpparan pembangunan dan
administrasi kewangan;

v Meolakukan pembinaan organisasi dan taa laksana;

[. Molakukan perencanaan dan progeam kegiatan sub bagian tata usaha, cvaluasi dan

pelaporan; “

Menghimpun hasil perencanaan dan sropram, evalussi dan laporan seksi-seksi;

Menyiapkan Renstra dan Lakip sul bapian fata usalia, '

=

Bagl Ketlpn
Sekst Petigeralin dan Pengendalian

Pasal 11

r
- (1) Scksi Pengerahan dan Pengendalian sdaiah angur penunjang untuk melaksanakan tupas

dibidang pengerahan dan pengendalian;

1 (2) Seksi Pengerahan dan Pengendalian dipimpin oleh yeorang Kepala Seksi yang dalam

menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pusal 12

. Scksi Pengerahan dan Pengendaling memponyai lugan polkok melaksanakan pengerahan dan
- pengendalian anggota Linmas, melaksatakan keginisn dibidang ketertiban dan ketontoraman

masyarakat, melaksanakan kegiaton penyusunan  dan pendataan dibidang gangguan

;. Kamtibmas, merencanakan program, cvaluasi dan pelaporan kegiatan scksi pengerahan dan
-+ pengendalian. =

Pasal 13

Unluk menyclenggarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 12, Seksi Pengerahan dan
© Pengendalian mempunyai fungsi ;
. Mengadakan koordinasi pengerahan dan penpendatisn Linmas, merencanakan  dan

mengalur pengerahan anggota Linmas, melaksanalan pengendalian dan penilaian anggota

Linmas;

4 .;.|_.1_ .
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d.

Melaksanakan - kegiatan pengamananketenterainan  terhadap gangguan Kamtibmas,
mengumpulkan, menyusun dan mendats sorta cvaluasi gangguan Kamtibmas, menyusun
merencanakan rencana kegiatan dalam peningkatan ketertiban dan ketenicraman;
Meclaks:mkan kegiatan pengumpulan data dibidung gangguan Kamtibmas, melaksanakan
kegiatan perencanaan Kamltibinas, mefaksanakan kegialan perencanaan bagi peningkatan

ketenteraman; '

Mcrumuskan program, mengeviduast dan peloporan kepiatan Seksi Pengerahan dan
Pengendalian,

Menyiapkan Rengtra dun Lakip Scksi Peogeralian dan Pongendalian;

Bagian Keempat
Sebesi Penanppiiangnn Dencang (I2K)

IPasal 14

(1) Seksi Penm1ggulaﬂga11 Beneana { P2K ) adalah unsyr penunjang untuk melaksanakan

tugas dibidang Penanggulangan Kencana (P2K )

(2) Seksi Penanggulangan Bencana ( PZK) dipirpin olch seorang Kepala Seksi yang dalam

menjalankan tugasnya berada dibawai dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

Seksi Penangpulangan Rencana { PAK) mempunyui tugas pokok melaksanakan kegiatan
_ antisipasi penanggulangan bencana dan pertolongan pemadam kebakaran dan mclaksanakan
pengendalian penanggulangan bencana dan kebakaan yang terjadi di masyarakat serta
-, melakukan perencanaan dan program, cvalnasi dan {sporan kepiatan Seksi Penanggulangan
Bencana ( P2K );

Pasal 16

Untuk tnenyelenpgarakan mgas pokok dimaksud dalan pasal 15, Seksi-Penanggulangan

- Bencana ( P2K ) mempunyar fungsi ;

%
a.
bl
C.
-
d.
o,
rl
.Ig.
: ::-

Merumuskan dan merencanakon serta wciyusuri kebijaksanaan teknis kegiatan yang
berkaitan dengan penanggylangan hencana dan pestsiongan pemadam kebakaran;
Melaksanakan pembinaan dan pelatihan Tim SAR dan pettolungan pemadam kebakaran:
Mengadakan komunikasi dan konsultasi sceta kejasama dengan lembaga terkait dan
(okoh-tokoh masyarakat dalam pembinaan Tim SAR dan mengantisipasi terjadinya
kebakaran; ' _
Membantu  masyarakat dengan menggerakkan  Tim  apabila terjadi bencama dan
kebakaran; _

Membina satuan tugas dalam menghadapi segala Jemungkinan bencana menurut tingkat
keadaan; :
Mempersiapkan dan menyusun potensi Unit Reaksi Cepat ( URC ) dalam menghadapi
segala kemungkinan bencana menurut tingkal Keadann,

Menyiapkan Renstra dan Lakip Scksi Penanggulangzan Bencana ( P2K ).

Bagiin Kelima
_ Seksi Kesatnan Bangsa

Pusnl 17

' 5.(1') Scksi Nesaluan Bangsa adalah vosur pendukung uniuk melaksanakan tugas dibidang

pembinaan kesatuan bangsa;




(2) Sckst Kesatuan Bangsa dipimpin olch seorang Kepala Seksi yang dalain monjalankan
lugasitya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Kantor.

Pasal 18

- Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan untuk mengembangkan

. Idiologi Pancasila dan pembinaan kesatuan bangsa meliputi pembinaan pembauran bangsa,
_..pembinaan ketahanan banpsa, pombinaan  demokirativasi  dan pembinaan wawasan
- - kebangsaan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan/profesi dan LSM.

1"asal 19

- Untuk menyelenpgarakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 18, Seksi Kesaluan Dangsa

mempunyai fungsi

o Perumusan kebijakan fasilitast pelaksanaun pembauran bangsa;

. Perumusan kebijakan fasilitast poaksanam ketahanan bangsa;
¢. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan demokiatisasi;
d. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanzan wawasan kebangsaun;

e livalunsi pelakeanaan kebijakan kesatuan bangss;
.. Mengadakan komunikasi, koniuhasi dan kerjusama dengan aparat pemerintah  dan
organisasi kemasyarakatan/profes dan LSV
g Menyiapkan Renstra dan Lakip Sekst Kesatuan Bangsa.

Bagian Keenum
Scksi Penglkajian Masalal Strategis

Pasal 20

(1) ficksi Pengkajian Masalah Siatepis adalah unsnr penvnjang untuk melaksanakan lugan

dibidang Pengkajian Masalal Stratepis:

() seksi Pengkajian Masalah Strategis dipimpin olch scorang kepala scksi yang dalam

meluksanakan tugasnys berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kepala
Kantor; :

Pazal 21

Coekst Pengkajian Masalah Stratepis mempunyai tupss pokok melakukan kegiatan unluk

menciptakany situasi dan Londisi yang kondusil, yang diperlukan dalam rangka terwujudnya
slabililas politik, ekonomi, sosisl budaya dan pemberdayaan aparatur yang optimal, guna

- lerwujudnya stabilitas dibidang bubungan dacrah dan melaksanakan kegiatan dibidang
' hwbungan anfar lembaga pemilu, hubungan antar pactad politik.

i . Pasui 22

~ Uniuk menyélenggarakan tugas pokok dimaksud dalun pasal 21, Scksi Pengkajian Masalah
~ Strategis meinpunyai fungsi :

a. Mengadakan komunikast, Lkonsuliasi dan kerfasama dengan aparatur pemeriniah dan
masyarakat dalam rangka terciptanya stabilitas dacrah;

;b Mengumpullan, mensistematisasikan data dan informagi yang  berhubungan  dengan

masakih politik dalam ncgeri, ckonomi, sosial budayn dan pemberdayaan aparatir,

1 ¢. Menyusun program kerja, melokeanakan kepintan evaloasi dan mcmbllnl Iaporan hasil

pelaksanaan kegiatan dibidang, pengkaiian masatel strategis dacrahy;
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d. Penyolengparaan scgala kegiatan dalam cangka petitksanaan Pentilihan Umum;
Meclaksanakan komunikasi daq kerjasana dengan aparatur pemerintah  dap Dewan
Perwakilan Rakyat Dacraly:

f. Menyiap_kan Resntra daun Lakip Seksi Pengkajian Masaligh Strategis.

Bagian Ketajul
Kelompol Ssbatan Fungsional’

Pasal 23

Kclompok  Jabatan Fungsional mempuoyai lupas wiclaksanakan schagian tugas Kanltor
Perlindungan Magyarakat dan esatoan Bangsa sesusi denpan bidang keahliannya,

Pusal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah
inj, terdiri dari’ sgjumiah tenaga ahli jemjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesvai dengan keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin
oleh scorang tenaga fungeional senior yang dimnjuk oleh Kepala Daerak dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Kantor:

(3) Jumlah Jabatan Fungsionat sebagaimana dimaksud datam ayat (1) pasal ini ditcntukan
berdasarkan menurut sify t, jenis kebutehan dan beban kerja;

(4) Jenig Jabatan Fungsional sebapaimans dimaksnd dalam ayat (1} pasal ini distur sesuaj
dengan poraturan perundang-ibdangan vang herlut.a.

BARB V
PENGANGKATAN DAN PEM HERHENTIAN DALAM JABATAN

: Pasal 25
{1) Kepala Kantor Perlindunpan  NMasyarakat  day Kesatuan Bangsa diangkat  dan
diberhentikan olch Kepala Thaerah;

(7) Kepala Sub Ragien Tata Usal dun Kepala Suiy dilingkungan Kantor Perlindungan
Masyarakat dan Kesatuan Bangsa dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sckretaris
Daerah atas kewenangan yang diberikan Kepala Dacrah atas vaul Kepala Kantor;

(3) Pengangkatan dalam Jenjang jabatan fungsional dan struktural dan penetapan esolonering
mengacu kepada ketentuan peraturan porundang-undsngan yang bertaku.

BADB VI
TATA WERJA
Pasal 26
" Semua unit kerja ditingkungan Iantor Perlindunyan Masyarakat dan Kesatuan Bangua

Kabupaten Langkat dalam melaksanakan lugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
_integrasi dan sinkronisasi.




Pasnl 27

. (1) Setiap Pimpinan Unit Kegja dilinglungan Kantor 1%
Bangsa Kabupalen Langka berkowajiban
memberikan bimbingan serta petunjik hagi

rindungan Masyarakat dan Kesatuan
menurpin bawahan masing-masing  dan
pefaksimaan tugas bawakan;

+{2) Apabila Kepala Kantor bderhalan gan menjalankan tugasnya, maka Kepala menghunjuk
Kepala Sub Bagian Tata Ussha dan ataw Kepala Scksi untuk melaksanakan frgag-rgas
Kepala denpan mémpedomani Daftar Urat Kepanplatan dan melaporkannya kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten.

. (3) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan alsu Kepala Seksi berhalangan, maka Kepala
Sub Bapian Tata Usaha atau Kep

ala Seksi menphunfuk scorang staffpegawai pada Sub
Bagian Tata Usaha dan atau pada seksi unirk melzksanakan tugas-tugas Kepala Sub
Bagian Tata Usalha atau Kepala Se

kai dan melaporkannya kepads Kcpala Kantor.
Pasal 28

{1) Scliap pimpinan Unit Kerja dilinghunpen Kantor Peclindungan Masyarak

al dan Kesauan
Bangsr wapb menyampaikan laporan pelaksanaan hupas secara berkala pada alasannya;

(2) Setiap laperan yang, ditevims olch pivipinan unit kerja dari bawahan, wajib diclah dan
dipergunakan scbagai bahan penyusinan lebil lanjut dan petnjuk untuk  kepada
bawahan;

~ {3) Retiap laporan yang disampaikan wajib membual lembusan kepada peiabat lain yang
sccara fungsional mempunyai ubungan Lorja, '

Piisal 29

(1) Dalam vangka koordinas dan pembariah bimbingan kopada bawahan, scliap pimpinan
unit kerja mengadakan rapat bokala:

(2) Ketiap Pinpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahan dan mengamibil langkah-langkah
yang diperlukan apabilan tegjadi penyimpangan:

it Al VIl
KIEPEILAWALANM
*asal 30

(1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Kantor Perdindungan Masyarakat dan

Kesatuan Bangsa distur sesuni denpan kelentuan peraturan perundang-undangan yang
borlakuy,

(2) Pengalihan jenis  kepegawaion  discsuaikan denean kelentuan peraluran  perundang-

i undangar_ﬁ_iyang berlaku;
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BAB VIl
PEMDBIAYAAN

et 31

Scgala pembiayaan untuk kegiatan Kantor Perlindunyan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa

‘Kabupaten Langkat dibebankan kepada APBD Kabupaten Langkat serta subsidi atau bantuan

dari pemerinih masan dan lembaga lanaya yang sah Derdasarkan ketentuan peraturang

- perundang-undangan yang berlaku.

BABRIX
KETENTUAN PERALIIAN

Pasal 32

(1) Scgala ketentuan yang bertentang dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Dacrah ini

dilakukan penyesuaian;

(2) Hal-hal yang belum  diatur dalam  DPeraturan Dzerah  ini sepanjang  mengenai
pelaksanaannya akan diatur Iebih lanjut melalnt Keputusan Kepala Dacrah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasnl 33

(1) Pelaturan Daerah ini disebut Peratiran Dacrah Koabiopaten Langkat tentang Pembentukan
Organisasi dan Tatakerja Kantor Perindungan Masvarakat dan Kesatuan Bangsa
iubupaten Langkat,

(2) l‘claturan ],)acmh imi mulai berdaku pada tangpal divndangkan.




Agar scliap orang dapat mengctahuinya, memarintahkan pcnglmdzmgan Peraluran

- Dacrah ini dengan penempatannya dalany Lembaran Dacis’y K abupaten I_nngkat
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